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 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU 

 

BUPATI PASANGKAYU 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU 

NOMOR 31 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI PASANGKAYU, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyusun 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2023; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4270); 

  3.  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2004  tentang  

Pembentukan  Provinsi  Sulawesi Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

SALINAN 
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4422); 

  4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  5.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

  7.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 
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  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi 

Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6175); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018  tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203). 

  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261). 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

960); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Perubahan Nama Kabupaten 

Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pasangkayu Nomor 193); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 

ANGGARAN 2023. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Daerah Otonomi. 

3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu. 

4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pasangkayu. 

5. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Pasangkayu. 

6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Desa. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
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penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang 

bersifat strategis. 

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

13. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. 

14. Bencana adalah peristiwa ataur angkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis. 

15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, 

banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. 

16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara 

lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic 

dan wabah penyakit. 

17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok 

kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah 

Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB 

Desa. 

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 

selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen 

perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. 
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19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya 

disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 

disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

21. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 

(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak 

perlu dikembalikan oleh Desa. 

22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 

kewajiban DesaDesa dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak 

akan diterima kembali oleh Desa. 

23. Pembiyaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

24. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening 

kas Desa. 

25. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening 

kas Desa. 

26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 

selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau 

sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai 

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan Desa. 

27. Pelaksana Pengelolan Keuangan Desa, yang selanjutnya 

disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang 

melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan 

keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian 

kekuasaan PKPKD. 

28. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang 

berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekertariatDesa 

yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. 

29. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah 

perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 

sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 
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30. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah 

perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 

teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

31. Staf Perangkat Desa adalah unsur pembantu Perangkat 

Desa non pemegang jabatan yang diangkat Kepala Desa 

sesuai kebutuhan. 

32. Rekening kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan 

uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh 

penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar 

seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada 

Bank yang ditetapkan. 

33. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa. 

34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 

SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

35. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut 

dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk 

memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik 

dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia 

barang/jasa. 

36. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD 

adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, 

khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat                     

produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber 

daya, tenaga kerja, dan tekonologi lokal untuk 

memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi 

kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

37. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan 

pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang 

bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima 
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manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan 

melalui musyawarah Desa. 

38. Desa Aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan desa yang 

tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan 

menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci 

tangan dengan sabun dan air mengalir. 

39. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh 

faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) yang mengancam dan menggangu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan 

korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, 

kesehatan, dan kejiwaan atau psikologis manusia. 

40. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa 

tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh 

merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, 

Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa 

berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan 

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

 

BAB II  

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa 

 

Pasal 2  

(1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 

meliputi:  

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan 

kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 

b. prinsip penyusunan APBDesa; 

c. kebijakan penyusunan APBDesa; 

d. teknis penyusunan APBDesa;  

e. hal-hal khusus lainnya; dan 

f. prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023. 

(2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 

2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(3) Format kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan 

serta kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3  

(1) Dalam penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa 

berpedoman pada standarisasi indeks biaya perjalanan 

dinas, honorarium dan uang saku Pemerintah Desa Tahun 

2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(2) Standardisasi indeks biaya perjalanan dinas, honorarium 

dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan 

anggaran. 

(3) Standar biaya insentif dan jasa yang tidak diatur dalam 

Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, diatur 

dalam standar biaya khusus sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Dalam hal Pengadaan barang/jasa yang harganya belum 

diatur dalam Peraturan Bupati ini, kepala desa 

menerbitkan keputusan kepala desa mengenai penetapan 

harga satuan barang dan jasa di desa melalui survei harga 

satuan setempat. 

 

BAB III  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu. 

Paraf Koordinasi  Ditetapkan di Pasangkayu 

pada tanggal 12 Desember 2022 

BUPATI PASANGKAYU, 

Ttd. 

YAUMIL AMBO DJIWA 

No. Jabatan Paraf 

1. Sekretaris Daerah  

2. Asisten Pemerintahan dan Kesra  

3. Kepala PD Pengusul  

4.   

5. KasubagPerundang-Undangan  

Diundangkan di Pasangkayu  

pada tanggal 12 Desember 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,  

   Ttd. 

RACHMAT 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 31 

 


